BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, pemenuhan hak kesehatan

reproduksi remaja di Kelurahan Tuatuka, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja mengacu pada
peraturan perundang-undangan di tingkat pusat namun masih ada
kekosongan hukum yang mana belum ada Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang sebagai produk hukum di tingkat kabupaten yang mengatur tentang
pemenuhan hak kesehatan reproduksi remaja.

Peraturan yang paling relevan terkait hak kesehatan reproduksi remaja
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan
Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sudah cukup memadai untuk
memberikan perlindungan hak-hak remaja atas kesehatan reproduksinya

karena dalam peraturan tersebut merupakan peraturan hukum yang bersifat
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umum atau das sollen terkait upaya-upaya yang seharusnya diberikan
kepada remaja, sejalan dengan upaya perlindungan preventif yang
dikemukanan oleh Philipus M Hadjon karena dalam norma-norma yang ada
dimaksdukan sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan
kepada remaja. Hal tersebut juga selaras dengan teori perlindungan hukum
yang di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Sudikno Mertokusumo
bahwa hukum itu dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan
seseorang dalam hal ini melindungi hak-hak kesehatan reproduksi remaja.

. Pelaksanaan praktik perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja di
Kelurahan Tuatuka melalui upaya preventif belum terlaksana secara
optimal. Perlindungan hak kesehatan kesehatan reproduksi remaja hanya
diberikan melalui kegiatan UKS, BIAS dan TTD vyaitu berupa penyuluhan
kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pemberian imuniasi dan pemberian
tablet tambah darah yang dilaksanakan oleh puskesmas dan berkerjasama
dengan pihak sekolah, sedangkan program pemerintah yaitu Pelayanan
Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR) tidak berjalan. Dalam upaya kuratif,
Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang belum sepenuhnya melakukan upaya
perbaikan terkait pengawasan dalam pelaksanaan program Pelayanan
Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR) yang tersedia di puskesmas, karena
program tersebut belum berjalan dan belum dimanfaatkan oleh remaja.
Upaya perbaikan perlu dilakukan sehingga program PKPR tersebut dapat
dimanfaatkan oleh remaja dengan tujuan dapat mencegah dan mengatasi

masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi kepada remaja.
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B. Saran

Dalam upaya mencegah dan menekan angka-angka dari kasus masalah
kesehatan reproduksi remaja yang masih tinggi seperti kehamilan yang tidak
diinginkan, pernikahan dini dan kasus aborsi dan penyakit infeksi menular,
diharapkan perlu adanya kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang
dan Dinas Pendidikan Kabupaten agar melaksanakan pelatihan dan sosialisasi
secara menyeluruh kepada bidan serta melibatkan pihak sekolah khususnya
guru bimbingan konseling terkait program Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Remaja (PKPR) dan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sehingga pihak
sekolah ikut berperan dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang
kesehatan reproduksinya melalui materi-materi yang termuat dalam buku ajar
kesehatan reproduksi remaja yang bisa diakses dari internet dan memanfaatkan
media online seperti membuat grup-grup whatsapp khusus untuk menyebarkan
informasi positif tentang kesehatan reproduksi remaja termasuk remaja.

Selain itu, perlu adanya sosialisi yang melibatkan tokoh masyarakat maupun
tokoh agama serta orang tua agar mengenalkan kesehatan reproduksi kepada
remaja dan menanamkan nilai sopan santun serta etika yang baik kepada anak
sejak dini sehingga anak dapat berperilaku baik dan berpola hidup yang benar

di lingkungan masyarakat
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